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PUTUSAN
Nomor 1309/Pdt.G/2023/PA.Lmj
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 720XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 16 Agustus 1976,
umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXX,
tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon;

Lawan
TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sulawesi, 11 Desember 1988, umur 34
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXxxxxxxxx, tempat
kediaman di XXXXX XXXXXXXXXXXX XxXX, KABUPATEN LUMAJANG,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2023 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register

Perkara Nomor 1309/Pdt.G/2023/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Aprii 2006, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah
Nomor: 171/05/IV/2006 berdasarkan surat keterangan dari KUA XXX Nomor :
470/236/427.87.12/2023 tanggal 04 Juli 2023);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga Januari 2014. Selama pernikahan

tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
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suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 15 tahun
(diasuh oleh Termohon);

3. Bahwa kurang lebih sejak 9 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang,
Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan
yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah
kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa XXX Nomor
474.2/47/427.87.12/2023 tanggal 12 Desember 2023;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah
berusaha mencari Termohon namun sudah tidak mengetahui keberadaan
Termohon, sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon
dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon
hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan
(Relaas) dari Pengadilan Agama Lumajang tanggal 06 Juli 2023 dan 07 Agustus
2023 Nomor 1309/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang telah diumumkan melalui Radio Suara
Lumajang serta media social lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1)
Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan dibacakan di persidangan yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;
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Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indar NIK 7201XXX

tanggal 03 Juli 2023 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya

diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:

B.106/KUA.13.5.09/PA.01/07/2023 tanggal 04-07-2023 yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, dengan

materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2) yang dilampiri

dengan fotokopi Register Akta Nikah Nomor 171/05/1\V/2006 tanggal 19 April

2006;

3. Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/47/427.87.12/2023 tanggal ---

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten

Lumajang, dengan materai cukup diberi tanda (P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga
mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah
tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang sah;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah
tempat tinggal, namun penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti, akan
tetapi yang jelas saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pulang dan tidak pernah kirim
kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi

sampai sekarang kurang lebih selama 9 tahun;
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2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XxXxXxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah
kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang sah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat
tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga
sekarang tidak pulang serta tidak pernah kirim kabar bahkan tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi
sampai sekarang kurang lebih selama 9 tahun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan
apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan
putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang
perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah
dipanggil dengan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil
dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan
atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipersatukan kembali
karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama hampir 9 tahun,

bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah
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Indonesia, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup membangun mabhligai
rumah tangga bersama Termohon dan mengajukan permohonan talak ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon
mengajukan surat bukti P.1 P.2. P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup
dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon
adalah beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan
mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa
Pemohon beragama Islam dan perkara a quo bidang perkawinan serta Termohon
semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, namun
saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia , maka dengan
demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan
Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan yang dilampiri
dengan fotokopi register akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon,
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan akta di
bawah tangan, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 Majelis menilai bahwa bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidakjelasan
keberadaan Termohon juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon,
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oleh karena itu majelis menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil
untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145
ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing SAKSI 1
dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai yang
diketahui/dilihat sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah
pergi meninggalkan Pemohon selama 9 tahun dan hingga sekarang tidak pulang
dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas
telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 9 bulan
dan saat ini Termohon bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Termohon sebagai istri telah
melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
yang berlangsung tanpa ada komunikasi lahir dan batin selama hampir 9 bulan
sebagaimana tersebut dia atas mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan
sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina
rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasa | 1 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan
bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang
demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi
kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan
terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fighiyah yang berbunyi :

lagas] Jias ol rio o les 13]
Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-
hal yang positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai
dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi
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Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai
dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
ele grow alll 08 GMalllgs e 09

Artinya: “Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menjatuhkan talak, maka
majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai
permohonan izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil
nash syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Lumajang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp695.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada Hari
Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil
Ula 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua
Majelis, dengan didampingi oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Junaidi,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hana Nurul

Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut,
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putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa‘adah, S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd. ttd.
Dra. Nur Sholehah, M.H. Drs. H. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H
Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp525.000,00
- Meterei : Rp10.000.00
Jumlah : Rp695.000,00

(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



